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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang Permasalahan



Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Retnowati, 2016). Selama ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah masih harus sangat bergantung dengan Pemerintah  Pusat karena menggunakan sistem Sentralisasi, namun paradigma pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. (Rochmah, 2015).



Dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 ini maka antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perubahan dalam pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sistem ini memberikan tanggungjawab yang begitu besar bagi pemerintahan masing masing daerah dalam penyelenggararan pemerintahannya.


Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah tiap-tiap pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengelola potensi daerahnya yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia hingga potensi sumber daya

keuangan secara optimal. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan belanja daerah  yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan (Riselly, 2013).



Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD dapat meningkat. Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan  PAD terdiri atas: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah.
Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan PAD di dalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat lebih mendominasi susunan APBD. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan di kabupaten/kota angka ketergantungan terhadap dana pusat memang menurun namun masih di dalam tingkatan yang tinggi. Meski kabupaten turun dari 72% pada 2013 ketergantung APBN dan jadi 69,8%, ini hanya turun sedikit, masih tinggi dekat 70% (www.economy.okezone.com, 2017). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat atau pihak eksternal. Oleh karena itu, masing-masing daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan cara lebih menggali sumber daya yang dimiliki daerah. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Ernawati, 2017)
Kendala lain dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daeah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri . 

Sumatera Selatan merupakan salah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki daerah terluas di pulau Sumatera yaitu 91.592,43 km2 dan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. secara geografis Sumatera Selatan memiliki posisi yang sangat potensial  karena banyak daerah di Sumatera Selatan memiliki sumber daya mineral, bahan tambang bukan logam, keindahan wisata dan aneka hasil bumi yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber PAD guna mempercepat kemandirian keuangan daerah, namun realita yang terjadi saat ini banyak kabupaten/kota di Sumatera Selatan justru menjadi daerah yang masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini juga disebabkan karena banyak potensi yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan komponen Dana Transfer Umum  yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil, Meskipun dikembalikan ke daerah dalam persentasenya masih cukup kecil Dana Bagi Hasil juga menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD. 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan belum menunjukan hasil yang optimal dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga 2016. Proporsi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera dalam periode 2014-2016 disajikan pada Gambar 1.1.

Sumber : BPK RI, 2018 (diolah)
Gambar 1.1

Tingkat Kemandirian Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 s.d 2016


Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa di tahun 2014 sampai dengan 2016 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum menunjukan kemandirian keuangan yang optimal terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tingkat kemandirian tertinggi dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun hanya mencapai 41,6% yang dimiliki oleh Kota Palembang pada tahun 2016. Sedangkan tingkat kemandirian terendah adalah 2,0% yang dimiliki oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 hingga 2016 masih di bawah angka 50%, artinya masih menunjukan kemandirian keuangan yang rendah.

Menurut Halim (2014:278) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan Erawati dan Suzan (2015) menunjukkan bahwa PAD mempunyai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran kepada daerah Pendapatan dan untuk digunakan Belanja Sesuai Negara Dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Dana Transfer Umum terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian Marizka (2013) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah  terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Novalistia (2016)  membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Ikasari (2015) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Muliana (2009) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kekayaan Daerah dan Dana Tranfer Umum terhadap Kemandirian Keuangan  Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan ”.

1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

2. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah?

4. Bagaimana Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

1.3
Ruang Lingkup Pembahasan
      
Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup pembahasan ini adalah Pengaruh Kekayaan Daerah dan Dana Tranfer Umum terhadap Kemandirian Keuangan  Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera periode 2014 sampai dengan 2016.
1.4
Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 
Tujuan Penulisan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kekayaan Daerah secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
1.4.2
Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama penulis menuntut ilmu di lingkungan perkuliahan dan di Instansi/Lembaga Pemerintahan.

2. Peneliti dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti yang mengerjakan penelitian yang kemungkinan sama.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hak dari masyarakat.
1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan penelitian ini secara singkat, yaitu:
BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti akan mengungkapkan tentang apa yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih judul skripsi, perumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan mengungkapkan teori-teori yang terkait dan literatur-literathr yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi Kekayaan Daerah, Dana Transfer Umum dan Kemandirian Dareah serta mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.
BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data berupa sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian seperti jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada dengan cara menganalisa data yang peneliti dapatkan dari pengumpulan populasi dan sampel berupa laporan Hasil Pemeriksanaan Laporan Keuangan BPK yang ada di Kabupaten/kota Sumatera Selatan tahun 2014-2016.
BAB V
PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti akan memberikan simpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berguna bagi peneliti lain ke depannya.
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